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ANDI SATRIA PRATAMA PUTRA (B11113011), Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Penipuan di bawah bimbingan Slamet Sampurno 
sebagai pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menjadi penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan penipuan dan 
upaya - upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan penipuan 
yang terjadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota 
Makassar dengan menggunakan pendekatan kriminologis dan bersifat 
analisis dekskriptif, melalui teknik analisis secara kualitatif dan kuantitatif 
terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung pelaksanaan 
terhadap masalah yang diteliti. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang menjadi 
penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus 
kupon undian berhadiah di Kota Makassar, yaitu : (1). Faktor Gaya Hidup 
sebagai faktor yang paling dominan (2). Faktor Ekonomi (3). Faktor 
Lingkungan (4). Faktor Mudahnya melakukan kejahatan Penipuan. 
Sementara upaya penanggulangan terjadinya Kejahatan Penipuan di kota 
Makassar, (1). Upaya Pre-emtif yaitu upaya - upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dengan 
melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan memberikan himbauan (2). 
Upaya Preventif, merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan 
melaksanakan pengadaan kamera pemantau atau CCTV (3). Upaya 
penindakan (represif), yaitu berupa upaya penindakan dan penerapan 
hukuman bagi pelaku, dan upaya pembinaan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan berupa pembinaan rohani/spiritual, pembinaan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Hukum Indonesia  diilhami oleh ide dasar rechtsstaat dan 
rule of law. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara 
hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya 
bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga 
memiliki elemen yang terkandung dalam konsep rechtsstaat maupun 
dalam konsep rule of law. 
Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum 
yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun 
beberapa  diantaranya  tidak  bermakna  dan  pada  sebagian  defenisi  
lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun 
demikian, menurut  Gray,  ada  3  (tiga)  teori  yang  mengacu  pada para  
pemikir  yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima 
kebenarannya.1 Ketiga  teori  dimaksud  menolak  anggapan  bahwa  
pengadilan  adalah “the author” dari  hukum, melainkan  pengadilan  
hanyalah  juru  bicara  yang mengespresikan  hukum.  Teori  pertama  
adalah  teori  yang  memandang hukum sebagai perintah-perintah dari 
pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum  yang  kedua  adalah  teori  
yang  memandang  sifat hukum  sebagai apa  yang  diputuskan  oleh  
pengadilan  dan  merupakan  suatu  kebenaran yang  menerapkan  
                                                          
1 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
Volume 1, Kencana, Jakarta, Hlm.309-400. 
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kesadaran  umum  rakyat  yang  telah  ada  sebelumnya, teori  
pendefenisian  hukum  ketiga  adalah  teori  yang menganggap  hukum 
hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim. Pasal 1 Ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas 
menegaskan bahwa Negara Indonesia  adalah  negara  yang  
berdasarkan  hukum (rechstaat), tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  
belaka (machtstaat). Hukum pada dasarnya adalah   sesuatu   yang 
abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang   
defenisi hukum,  tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.2 
Menurut Achmad Ali, hukum adalah:  
“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu 
sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 
manusia sebagai warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat. 
Hukum tersebut  bersumber  baik dari masyarakat sendiri maupun 
dari sumber lain yang diakui  berlakunya oleh otoritas tertinggi 
dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar  diberlakukan oleh 
warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. 
Apabila kaidah tersebut dilanggarakan memberikan kewenangan 
bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksiyang sifatnya 
eksternal.”3 
 
Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian 
ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum 
pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum 
positif  yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan 
yang  ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk 
menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai 
                                                          
2 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.11. 
3 Ibid, Hlm.30. 
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ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk 
melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.4  
 Penjatuhan pidana dilakukan untuk memberikan efek jera 
terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana di 
Indonesia di upayakan untuk mendidik seseorang agar terhindar dari 
tindak pidana lainnya. Tindak  pidana semakin  marak  terjadi  di 
Indonesia. Hal tersebut  berkaitan erat dengan berbagai faktor, khususnya 
pada faktor perekonomian.  Salah satu penyebab maraknya tindak pidana 
yang  terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara 
mendesak, sedangkan lapangan   pekerjaan yang tersedia tidak dapat 
memenuhi semua masyarakat  Indonesia  untuk  bekerja  dan  
memperoleh penghasilan yang tetap.  
 Tindak pidana yang terjadi di era globalisasi makin meningkat 
dengan adanya bantuan dari teknologi dan perkembangan ilmu 
pengetahuan. Tidak sedikit orang yang sengaja memanfaatkan teknologi 
sebagai media untuk melakukan perbuatan kecurangan atau suatu tindak 
pidana. Hal yang paling sering terjadi di era globalisasi saat ini yaitu 
penipuan. Tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang sangat sering 
terjadi dan marak dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengelabui orang 
lain dengan media telekomunikasi. Hal ini disebabkan karena dalam 
penipuan lewat media telekomunikasi sangat mudah untuk dilakukan.  
 Penipuan melalui media telekomunikasi ini biasanya dengan 
bermodalkan kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain melalui 
                                                          
4 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, Hlm.3. 
 4 
serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan 
iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat 
memberikan kekuatan (magis) maupun pada harta kekayaan. Modus 
penipuan melalui media telekomunikasi seringkali dilakukan dengan cara 
mengatasnamakan suatu instansi atau perusahaan. Beberapa oknum 
tersebut dengan sengaja menyebutkan suatu instansi yang dapat 
memudahkan kegiatan penipuan tersebut. Selain penipuan karena undian 
adapula penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintahan atau 
pihak penegak hukum. Modus penipuan saat ini banyak seperti 
menggunakan telepon seluler atau telepon genggam untuk menjalankan 
aksinya si penipu kepada korban. Rata-rata tindak pidana penipuan itu 
berkedok alat komunikasi contohnya kupon undian,toko belanja online,dan 
lain-lain. 
Berdasarkan uraian diatas Penulis akan melakukan penelitian 
dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 
Penipuan (Studi kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2016). Penelitian 
tersebut akan memuat tentang faktor- faktor dan upaya dalam 
menanggulangi  penipuan.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan? 
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2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum terhadap kejahatan tindak pidana penipuan di kota 
Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
penipuan 
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
pidana penipuan di kota Makassar 
 
D. Manfaat penelitian  
1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mecegah 
terjadinya kejahatan penipuan 
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi 
jumlah terjadinya kejahatan penipuan  
3. Dengan mengetahui dan mempelajari secara jelas upaya 







1. Pengertian kriminologi  
Dalam berbagai literature kepustakaan, kriminologi pertama kalinya 
diberi nama oleh Paul Topinard (1830-1911), ia adalah seorang 
antropolog Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata “Crimen” 
(kejahatan/penjahat), dan “Logos” (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari 
istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan’. 
Perkembangan kriminologi,setelah mendapatkan nama dari 
P.Topinard,kemudian Cesaria Beccaria (1738-1794) mempopulerkan 
istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk 
hukuman. Pada awal abad ke-19, kriminologi dijadikan alat atau sarana 
sebagai pembaharuan Hukum Pidana yang pada waktu itu sangat kejam.5 
Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey, mengatakan bahwa 
kriminologi adalah:6 
“The body of knowledge regarding delinquency and crime as social 
phenomenon. It includes within its scope the process of Making law, 
the breaking of law, and reacting to wordthe breaking of law…” 
 
Dari pengertian di atas, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian 
kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan 
reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian 
                                                          
5 Yesmil Anwar dan Adang,2013, Kriminologi, Refika Aditama,Bandung hlm.2 
6 Ibid.,hlm. 6 
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kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga 
mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. 
Kriminologi dalam pandangan Edwin H.Sutherland dan Donald R. 
Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama: 
1. Sosiologi hukum (Sociology of law) cabang kriminologi ini 
merupakan analisis ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya 
hukum pidana. Dalam pandangan Sosiologi Hukum,bahwa 
kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang 
menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah 
hukum. 
2. Etiologi kejahatan; Merupakan cabang kriminologi yang mencari 
sebab musabab dari kejahatan. 
3. Penologi; Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang 
diberikan Sutherland.Menurutnya, definisi itu seakan-akan tidak 
memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil 
atas terjadinya kejahatan, oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan 
dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh 
masyarakat tersebut. Karenanya,beliau memberikan definisi kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 
manusia. 
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Jauh sebelum Sutherland, W.A Bonger (1934), sebagai pakar 
kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan 
yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala 
kejahatan dalam arti seluas-luasnya”. Yang dimaksud dengan 
mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari 
penyakit social (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme). 
Bonger membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang,yakni: 
1. Criminal Antropology, Merupakan ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (Somatios) ,dan ilmu ini memberikan suatu 
jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya 
mempunyai tanda-tanda seperti apa,misalnya apakah ada 
hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan. 
2. Criminal Sociology, Ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat,pokok utama dalam ilmu ini 
adalah ,sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
3. Criminal Psycology, Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya.7 
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; Yakni suatu ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”. 
5. Penologi; Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum 
pidana. 
                                                          
7 Ibid,hlm. 7 
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Dari  berbagai  pengertian  yang  dikemukakan  di  atas, secara  
garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya 
merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami 
sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang 
pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut   
penjahat. Dan   juga   untuk  mengetahui   reaksi   masyarakat terhadap  
kejahatan  dan  pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan 
serta  tanggapan  masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-
gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai  perbuatan  
yang  merugikan  atau  membahayakan masyarakat luas. 
Secara yuridis,kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang 
melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di 
masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu 
perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi 
lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti social ,yang 
merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur 
oleh undang-undang atau hukum pidana.8 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Skop  (ruang  lingkup  pembahasan)  kriminologi  mencakup  tiga  
hal pokok, yakni : 
a. Proses  pembuatan  hukum  pidana  dan  acara  pidana (making 
laws). 
                                                          
8 Ibid, hlm.15 
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Yang   dibahas   dalam   proses   pembuatan   hukum   pidana 
(process of making laws) adalah :  
(1) Definisi kejahatan : 
a) Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of  
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang Ini adalah setiap 
tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak 
dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu 
tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit 
dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  seorang  wanita  yang 
melacurkan  diri.  Dilihat  dari  definisi  hukum,  perbuatan 
wanita tersebut bukan kejahatan   karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan 
pidana Indonesia. Sesungguhnya  perbuatan melacurkan diri 
sangat jelek dilihat dari sudut  pandang agama, adat istiadat, 
kesusilaan, dan lain-lainnya, namun  perbuatan itu tetap 
bukan  kejahatan  dilihat  dari definisi   hukum, karena   tidak   
melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
b) Dari sudut pandang masyarakat (a   crime   from   the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut 
pandang  ini  adalah  setiap  perbuatan  yang  melanggar 
norma-norma  yang masih  hidup  di  dalam  masyarakat. 
Contohnya:  bila  seorang  muslim  meminum  minuman keras  
sampai  mabuk, perbuatan itu  merupakan  dosa (kejahatan) 
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dari  sudut pandang masyarakat  Islam,  dan namun dari 
sudut pandang hukum bukan kejahatan.  
(2) Unsur-unsur kejahatan : Untuk menyebut  suatu perbuatan  
sebagai  kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan 
yang harus dipenuhi, yakni : 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).  
b. Kerugian  yang  ada  tersebut  telah  diatur  di  dalam  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : 
orang dilarang mencuri,  dimana  larangan  yang  
menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam 
Pasal 362 KUHP (asas legalitas).  
c. Harus ada perbuatan (criminal act).  
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea). 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.  
f. Harus  ada  perbauran  antara  kerugian  yang  telah  
diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.  
g. Harus  ada  sanksi  pidana  yang  mengancam  perbuatan 
tersebut. 
(3) Relativitas pengertian kejahatan : Pengertian  kejahatan  sangat  
relatif  (selalu  berubah),  baik  ditinjau   dari   sudut   pandang   
hukum (legal   definition   of crime), maupun  ditinjau  dari  sudut  
pandang  masyarakat (sociological definition of crime).  
a) Isi   pasal-pasal   dari   hukum   pidana   sering   berubah.  
Contoh: Undang-undang   narkotika   yang   lama   yakni 
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Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 digantikan oleh 
undang-undang narkotika   yang   baru   yaitu   Undang-
Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.  
b) Pengertian kejahatan menurut  anggapan suatu masyarakat  
tertentu  juga  selalu  berubah. Contoh: di Sulawesi  Selatan  
beberapa  puluh  tahun lalu, seorang bangsawan  putri  
dilarang  kawin dengan laki-laki bukan bangsawan. Barang 
siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. 
Norma  tersebut  sekarang tidak berlaku lagi.  
c) Pengertian  kejahatan  sering  berbeda  dari  suatu  tempat 
ke  tempat  yang  lain.  Dari  suatu  daerah  dengan  daerah 
lainnnya.  Misalnya:  ada  daerah  bila  kedatangan  tamu 
terhormat,   sang   tamu   tersebut   disodori   gadis   untuk 
menemaninya   tidur Perbuatan   itu   dianggap   sebagai 
perbuatan terpuji di tempat tersebut, tetapi di tempat lain 
(kebudayaan  lain),  hal  itu  merupakan  suatu  hal  yang 
memalukan (jahat).  
d) Didalam  penerapan  hukum  juga  sering berbeda. Suatu 
tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman  
yang berbeda dari hakim yang  berbeda pula. Contoh  dalam  






1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, 
yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa 
yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain 
sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat 
menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya 
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi 
dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para 
sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis.Ditinjau dari segi juridis, 
pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang 
bertentangan dengan undangundang. 
Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 
penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. J.M. Bemmelem memandang 
kejahatan sebagai suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, 
ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat 
kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus 
menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 
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M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem 
dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar 
hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman 
denda dan seterusnya. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah 
perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan 
sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 
Menurut Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan 
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan 
masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga 
tidak boleh dibiarkan (negara bertindak). 
J.E. Sahetapy dan  B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya 
Paradoks Dallam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung 
konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang 
relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan 
perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh 
sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan 
anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan 
hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 
2. Tipe Kejahatan 
Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe 
kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu : 
a. Karir penjahat dari si pelanggar hukum 
b. Sejauh mana prilaku itu memperoleh dukungan kelompok 
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c. Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola prilaku yang 
sah 
d. Reaksi sosial terhadap kejahatan. 
Tipologi kejahatan yang disusun adalah sebagai berikut : 
1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-
bentuk perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan perkosaan. 
Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan 
seringkali belum pemah melakukan kejahatan tersebut 
sebelumnya, melainkan karena keadan-keadaan tertentu yang 
memaksa mereka melakukannya. 
2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-
waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan 
bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai 
penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas 
perbuatannya. 
3)  Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan 
tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang 
berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai 
penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya 
merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. 
4)  Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, 
sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila 
mereka merasa perbuatan ilegai itu sangat penting dalam 
 16 
mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam 
masyarakat. 
5)  Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum 
memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus 
menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya 
pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini 
bersifat informal dan terbatas. 
6)  Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan 
dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan 
pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai part time- 
Carreer dan seringkali untuk menambah penghasilan dari 
kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses 
ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari 
masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar. 
7)  Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain 
pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta 
pengedaran narkotika dan sebaigainya. Pelaku yang berasal 
dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan 
terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok 
penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para 
eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain 
dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-
lingkungan pemukiman yang baik. 
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8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup 
seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat 
dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai 
status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga 
cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh 
suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini 
tidak selalu keras. 
Empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam 
menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah : 
a. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba 
menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-
faktor dan proses biologis, 
b. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para 
pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam 
tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang 
mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. 
c. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam 
hubungannya dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial 
yang ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan 
dengan unsur-unsur didalam sistem budaya, 
d. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan 
tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial 
pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, 
konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang 
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penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan 
peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan 
prilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana 
kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang. 
Pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas 
sangat diperlukan bagi usaha untuk merancang pola pencegahan dan 
pembinaan pelanggar hukum. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan 
kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan 
dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. 
Mayhew dan Moreau mengajukan tipologi kejahatan berdasarkan 
cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan penjahat, yaitu 
penjahat profesional yang menghabiskan masa hidupnya dengan 
kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat accidental yang melakukan 
kejahatan sebagai akibat situasi dan kondisi lingkungan yang tidak dapat 
diperhitungkan sebelumnya. 
Lindesmith dan Dunham membagi penjahat atas penjahat individual 
yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya dan penjahat 
sosial yang didukung norma-norma kelompok tertentu dan dengan 
kejahatan memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya. 
Gibbons dan Garrlty menyusun pembedaan antara kelompok 
penjahat yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok-
kelompok pelanggar hukum dengan kelompok penjahat yang orientasi 
hidupnya sebagian besar dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar 
hukum. 
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Walter C. Recless membedakan karir penjahat ke dalam : penjahat 
biasa, penjahat berorganisasi dan penjahat profesional. Penjahat biasa 
adalah peringkat terendah dalam karir kriminil, mereka melakukan 
kejahatan konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian 
dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas, juga kurang 
mempunyai organisasi. Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai 
organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta 
mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, Kekuatan, 
kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan 
mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi diluar hukum. 
Adapun penjahat professional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi 
dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit 
diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini 
mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan 
keterampilan daripada kekerasan. 
 
C. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari strafbaarfeit, 
dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  terdapat 
penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya 
tindak  pidana  disinonimkan  dengan  delik,  yang  berasal  dari  bahasa 
Latin  yakni  kata delictum.  Dalam  kamus  hukum pembatasan  delik 
tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan 
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hukuman  karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
(tindak pidana).”9 
Tindak  pidana  yang  dalam  Bahasa  Belanda  disebut 
strafbaarfeit, terdiri  atas  tiga  suku  kata,  yaitu straf yang  diartikan  
sebagai  pidana dan  hukum, baar diartikan  sebagai  dapat  dan  boleh,  
dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan.Pengertian  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  
Hukum Pidana   (KUHP)   dikenal   dengan   istilah strafbaarfeit dan   
dalam kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering  mempergunakan  
delik, sedangkan  pembuat  undang-undang  merumuskan  suatu  
undang-undang   mempergunakan   istilah   peristiwa   pidana   atau   
pebuatan pidana atau tindakan pidana.10 Penulis   akan   memaparkan   
beberapa   pengertian strafbaarfeit menurut beberapa pakar antara lain: 
Strafbaarfeit dirumuskan  oleh  Pompe  sebagaimana  dikutip  dari  buku 
karya Lamintang, sebagai: 
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh 
seorang  pelaku,  dimana  penjatuhan hukuman  terhadap  pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”11 
 
Simons  mengartikan  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Leden 
Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut: 
“strafbaarfeit adalah  suatu  tindakan  yang  melanggar  hukum  
yang telah   dilakukan   dengan   sengaja   ataupun   tidak   sengaja   
oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
                                                          
9 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T Rineka Cipta, 2007, hlm.92. 
10 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta 
dan Pukap Indonesia,2012 Hlm.20. 
11 P.A.F, Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Cetakan ke empat, Bandung, 
P.T Citra Aditya Bakti, 2011, Hlm.182. 
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dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”12  
 
Sementara Jonkers  merumuskan:  
“Strafbaarfeit sebagai  peristiwa  pidana  yang  diartikannya  
sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) 
yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”13  
 
Van Hamel merumuskan delik  (strafbaarfeit) itu sebagai berikut: 
“Kelakuan  manusia  yang  dirumuskan  dalam  undang-undang, melawan  
hukum,  yang  patut  dipididana  dan  dilakukan  dengan kesalahan.”14 
S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:15 
“Tindak  pidana  adalah  sebagai  suatu  tindakan  pada,  tempat, 
waktu,  dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan 
diancam  dengan  pidana  oleh  undang-undang  bersifat  melawan 
hukum,  serta  dengan  kesalahan  dilakukan  oleh  seseorang  
(yang bertanggung jawab).”16  
 
Moeljatno  menyebut  tindak  pidana  sebagai  perbuatan  pidana  
yang diartikan sebagai berikut:  
“Perbuatan  yang  melanggar  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan 
hukum,  larangan  mana  yang  disertai  ancaman  (sanksi)  yang 
berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  
larangan tersebut.”17  
 
Andi  Zainal  Abidin mengemukakan  istilah  yang  paling  tepat  
ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut: 
a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana; 
b) Lebih  singkat,  efesien,  dan  netral.  Dapat  mencakup  delik-
delik khusus  yang  subjeknya  merupakan  badan  hukum,  
badan,  orang mati; 
                                                          
12 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar 
Grafika, 2012, Hlm.8. 
13 Amir Ilyas,Op.Cit, Hlm.20. 
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Jakarta, P.T  Rienka 
Cipta,2010, Hlm.96. 
15 Amir Ilyas, Op.Cit, Hlm.22 
16 Ibid, Hlm.25. 
17 Ibid. 
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c) Orang memakai istilah strafbaarfeit tindak pidana, dan 
perbuatan pidana juga menggunakan delik; 
d) Luas   pengertiannya   sehingga   meliputi   juga   delikdelik   
yang diwujudkan  oleh    koorporasi  orang  tidak  kenal  
menurut  hukum pidana ekonomi indonesia; 
e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” 
(bukan peristiwa      perbuatan      yang      dapat      dipidana      
melainkan pembuatnya).18 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam  hukum  pidana  dikenal  dua  pandangan  tentang  unsur-
unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk 
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal  act) dan  pertanggung jawaban pidana 
atau kesalahan (criminal responbility).19 
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:20 
a. Ada perbuatan; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alas an pembenar; 
d. Mampu bertanggungjawab; 
e. Kesalahan; 
f. Tidak ada alasan pemaaaf 
                                                          
18 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hlm.231-232. 
19 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP Indonesia , Yogyakarta, Hlm.38. 
20 Ibid., Hlm.43. 
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Pandangan  dualistis  yang memisahkan  antara perbuatan   pidana   
dan   pertanggungjawaban   pidana.   Pandangan   ini memiliki prinsip 
bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act,dan criminal  
responbility tidak  menjadi  unsur  tindak  pidana.  Oleh  karena itu,  untuk  
menyatakan  sebuah  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  cukup dengan  
adanya  perbuatan  yang  dirumuskan  oleh  undang-undang  yang 
memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar 
pembenar.Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana 
meliputi:21 
a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik; 
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alasan pembenar. 
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:22 
a. Mampu bertanggungjawab; 
b. Kesalahan; 
c. Tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut  Penulis  lebih  tepat  dikatakan bahwa  syarat  
pemidanaan terdiri  dari  dua  unsur  yaitu  tindak  pidana  sebagai  unsur  
objektif  dan pertanggungjawaban  pidana  sebagai  unsur  subjektif. 
Kedua  unsur  ini memiliki  hubungan  erat,  yaitu  tidak ada  
pertanggungjawaban  pidana  jika sebelumnya tidak ada tindak pidana. 
 
 
                                                          
21 Amir Ilyas, Loc. Cit., Hlm.43. 
22 Ibid., Hlm.43 
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3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Membagi  kelompok  benda  atau  manusia  dalam  jenis-jenis  
tertentu atau  mengklasifikasikan  dapat  sangat  beraneka  ragam sesuai  
dengan kehendak  yang  mengklasifikasikan,  menurut  dasar  apa yang  
diinginkan, demikian   pula   halnya   dengan   jenis-jenis   tindak   
pidana.KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) 
kelompok besar, yaitu dalam   buku   kedua   dan   ketiga   masing-masing   
menjadi   kelompok kejahatan dan pelanggaran.23 
1. Menurut   sistem   KUHP,   dibedakan   antara   kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 
III Alasan   pembedaan   antara   kejahatan   dan   pelanggaran 
adalah  jenis  pelanggaran  lebih  ringan  dibandingkan 
kejahatan. Hal ini dapat diketahui  dari ancaman pidana pada 
pelanggaran tidak  ada  yang  diancam  dengan  pidana  
penjara,  tetapi  berupa pidana  kurungan  dan  denda,  
sedangkan  kejahatan  dengan ancaman pidana penjara.  
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil  dan  tindak  pidana  materil.  Tindak  pidana  formil  
adalah tindak   pidana   yang   dirumuskan   sedemikian   rupa   
sehingga memberikan   arti   bahwa   larangan   yang   
dirumuskan   adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil  tidak  memerlukan  dan/atau  
tidak  memerlukan  timbulnya suatu     akibattertentu     dari     
                                                          
23 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana,Rangkang Education, Makassar, Hlm.28. 
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perbuatan     sebagai     syarat penyelesaian     tindak     
pidana,     melainkan     hanya     pada perbuatannya.   Tindak   
pidana   materil   adalah   menimbulkan akibat yang dilarang. 
Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat  yang  dilarang  
itulah  yang  dipertanggungjawabkan  dan dipidana.  
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan   tindak   pidana   tidak   dengan   sengaja 
(culpa). Tindak  pidana  sengaja  adalah  tindak  pidana  yang 
dalam    rumusannya    dilakukan    dengan    kesengajaan    
atau mengandung   unsurkesengajaan,   sedangkan   tindak   
pidana tidak  sengaja  adalah  tindak  pidana  yang  dalam  
rumusannya mengandung culpa.  
4. Berdasarkan  macam  perbuatannya,  dapat  dibedakan antara 
tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana  aktif  adalah  tindak  pidana  yang  
perbuatannya berupa perbuatan  aktif.  Perbuatan  aktif  adalah  
perbuatan  yang  untuk mewujudkannya   diisyaratkan   adanya   
gerakan   dari   anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian 
terbesar tindak pidana yang dirumuskan  dalam  KUHP  adalah  
tindak  pidana  aktif.  Tindak pidana  pasif  ada  2  (dua),  yaitu  
tindak  pidana  pasif murni  dan  tindak pidana pasif yang tidak 
murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana  yang  pada  
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dasarnya  semata-mata  unsur  perbuatannya  adalah  berupa  
perbuatan  pasif.  Sementara  itu,  tindak  pidana pasif   yang   
tidak   murni   berupa   tindak   pidana   yang   pada dasarnya  
berupa  tindak  pidana  positif,  tetapi  dapat dilakukan dengan   
cara   tidak   berbuat   aktif   atau   tindak   pidana yang 
mengandung  suatu  akibat  terlarang,  tetapi  dilakukan dengan 
tidak  berbuat  atau  mengabaikan  sehingga  akibat  itu benar-
benar timbul. 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,dapat dibedakan 
antara  tindak  pidana  terjadi  seketika  dan  tindak  pidana  
terjadi dalam  waktu  lama  atau  berlangsung  lama  atau  
berlangsung terus  menerus.  Tindak  pidana  yang  dirumuskan  
sedemikian rupa  sehingga  untuk  terwujudnya  atau  terjadinya  
dalam  waktu seketika   atau   waktu   singkat   saja,   disebut   
juga   dengan aflopende   delicten. Sebaliknya,   ada   tindak   
pidana   yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya 
tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan 
dilakukan, tindak pidana  itu  masih  berlangsung  terus  
menerus  yang  disebut dengan voordurende  delicten.  Tindak  
pidana  ini  juga  dapat disebut   sebagai   tindak   pidana   yang   
menciptakan   suatu keadaan yang terlarang.  
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum  dan  tindak  pidana  khusus.  Tindak  pidana  umum  
adalah semua   tindak   pidana   yang   dimuat   dalam   KUHP   
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sebagai kodifikasi      hukum   pidana   materil   (Buku   II   dan   
Buku III). Sementara  itu,  tindak  pidana  khusus  adalah  
semua  tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.  
7. Dilihat  dari  segi  subjeknya,  dapat  dibedakan  antara  tindak 
pidana communia(tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  oleh 
semua  orang)  dan  tindak  pidana propria (tindak  pidana  
yang hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  berkualitas  
tertentu). Pada  umumnya  tindak  pidana  itu  dibentuk  dan  
dirumuskan untuk  berlaku  pada  semua  orang.  Akan  tetapi,  
ada  perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang  berkualitas tertentu  saja,  misalnya:  
pegawai  negeri  (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada 
kejahatan pelayaran). Berdasarkan  perlu  tidaknya  pengaduan  
dalam  hal  penuntutan, maka  dibedakan  antara  tindak  
pidana  biasa  dan  tindak  pidana aduan.  Tindak  pidana  
biasa  yang  dimaksudkan  ini  adalah tindak  pidana  yang  
untuk  dilakukannya  penuntutan  terhadap pembuatnya   dan 
tidak   diisyaratkan   adanya   pengaduan   dari yang berhak. 
Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang   dapat   
dilakukan   penuntutan   pidana   apabila   terlebih dahulu   
adanya   pengaduan   oleh   yang   berhak   mengajukan 
pengaduan.  
8. Berdasarkan  berat-ringannya  pidana  yang  diancamkan,  
dapat dibedakan  antara  tindak  pidana  bentuk  pokok,  tindak 
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pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat 
dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk 
menjadi :  
1) Dalam  bentuk  pokok  disebut  juga  bentuk  sederhana 
atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;  
2) Dalam bentuk yang diperberat;  
3) Dalam bentuk ringan.  
Tindak  pidana  dalam  bentuk  pokok  dirumuskan  secara lengkap, 
artinya  semua  unsurnya  dicantumkan  dalam  rumusan.  Sementara  itu, 
pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang 
kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut 
kualifikasi bentuk pokoknya   atau   pasal   bentuk   pokoknya,   kemudian   
disebutkan   atau ditambahkan  unsur  yang  bersifat  memberatkan atau 
meringankan secara tegas  dalam  rumusan.  Adanya  faktor  pemberat  
atau  faktor  peringan menjadikan   ancaman   pidana   terhadap   bentuk   
tindak   pidana   yang diperberat  atau  yang  diperingan  itu menjadi  lebih  
berat  atau  lebih  ringan dari pada bentuk pokoknya. 
 
D. Penipuan  
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 
Berdasarkan  teori dalam   hukum   pidana   mengenai   penipuan, 
terdapat 2 (dua)  sudut  pandang  yang  harus diperhatikan,  yakni  
menurut pengertian  Kamus  Besar Bahasa Indonesia  dan  menurut 
pengertian yuridis, penjelasanny adalah sebagai berikut :  
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a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Disebutkan  bahwa  tipu  berarti  kecoh,  daya  cara,  perbuatan, 
atau  perkataan  yang  tidak  jujur  (bohong,  palsu,  dan sebagainya) 
dengan   maksud   untuk   menyesatkan,   mengakali,   atau   mencari 
untung.  Penipuan  berarti  proses,  perbuatan,  cara  menipu,perkara 
menipu  (mengecoh).  Dengan demikian,  berarti  yang  terlibat  dalam 
penipuan  adalah  2  (dua) pihak,  yaitu  orang  yang  menipu  disebut 
dengan  penipu   dan  orang   yang   tertipu.  Jadi,   penipuan dapat 
diartikan   sebagai   suatu   perbuatan   atau membuat,   perkataan 
seseorang  yang  tidak  jujur  atau  bohong  dengan  maksud  untuk 
menyesatkan  atau mengakali  orang  lain  untuk  kepentingan  dirinya 
atau kelompok 
b. Menurut Pengertian Yuridis  
Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi  
hukum  sampai  saat  ini belum  ada, kecuali  yang  dirumuskan 
dalamKUHP.  Rumusan penipuan  dalam  KUHP  bukanlah  suatu defenisi 
melainkan  hanyalah  untuk  menetapkan  unsur-unsur  suatu perbuatan   
sehingga   dapat   dikatakan   sebagai   penipuan dan pelakunya dapat 
dipidana. Penipuan  menurut  Pasal  378  KUHP  yang  dirumuskan  
sebagai berikut :  
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan 
memakai   nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk 
menyerahkan  barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
utang atau  menghapuskan  piutang, diancam  karena penipuan 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”  
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Pidana  bagi  tindak  pidana  penipuan  adalah  pidana  penjara 
maksimum empat tahun tanpa alternative denda. Jadi, delik penipuan 
dipandang  lebih  berat daripada  delik  penggelapan  karena  pada delik  
penggelapan  ada  alternatif  denda. Oleh  karena itu,  penuntut umum 
yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini  harus  
mencantumkan tindak pidana penipuan  pada dakwaan primair, 
sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren   
bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan  adanya  
akibat (gevolgsdelicten) dan tindak pidana berbuat (gedragsdelicten) atau 
delik komisi.24 
2. Unsur-Unsur Penipuan  
Delik Penipuan diatur didalam KUHP secara luas dan terperinci 
dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP. Namun 
ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) 
terdapat dalam Pasal 378 KUHP.  
a. Penipuan Pokok  
Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan 
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan 
hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun 
dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan 
bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya 
membuat utang atau menghapus piutang. penipuan tidak menggunakan 
paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk 
                                                          
24 Andi Hamzah,2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika. 
Jakarta, Hlm.112. 
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mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa 
kesadaran penuh. 
Unsur-unsur objektif: 
(1) perbuatan: menggerakkan atau membujuk; 
(2) yang digerakkan: orang; 
(3) perbuatan tersebut bertujuan agar: Orang lain menyerahkan 
suatu benda; Orang lain memberi hutang; dan Orang lain 
menghapuskan piutang; 
(4) Menggerakkan tersebut dengan memakai: nama palsu, tipu 
muslihat, martabat palsu dan rangkaian kebohongan. 
Unsur-unsur subjektif: 
(1) Dengan maksud (met het oogmerk); 
(2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 
(3) Dengan melawan hukum. 
b. Penipuan Ringan  
Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang 
berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang 
diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu 
tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 
Rp. 900,00” 
Dalam masyarakat binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang 
lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari 
binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut 
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kurang dari Rp. 250, 00,- maka bukan berarti penipuan ringan. Adapun 
yang dimaksud hewan menurut pasal 101 adalah binatang yang berkuku 
satu (kuda, keledai dan sebagainya). Binatang yang memamah biak yaitu 
sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Sedangkan harimau, 
anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal 
ini. 
Unsur-unsur penipuan ringan adalah: 
1) Semua unsur yang merupakan unsure pada pasal 378 KUHP 
2) Unsur-unsur khusus, yaitu: benda objek bukan ternak, nilainya 
tidak lebih dari Rp. 250, 00- 
c. Penipuan dalam Jual Beli  
Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; 
penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam pasal 379a dan 
kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam pasal 383 dan 
386. 
Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut pasal 379a yaitu: 
Unsur-unsur objektif: 
1) Perbuatan membeli; 
2) Benda-benda yang dibeli; 
3) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. 
Unsur-unsur Subjektif: 
1) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 
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2) Tidak membayar lunas harganya : Agar pembeli tersebut bisa 
menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian 
maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah 
cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal 
ini tidak muthlak harus terdiri dari dari beberapa perbuatan. 
Adapun bunyi Pasal 383 adalah: 
“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 
1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk 
untuk dibeli; 
2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang 
diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.” 
  
Yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang 
disetujui misalnya; seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan 
kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan 
kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari pasal 383 (2) 
yaitu melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau 
jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak 
lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan 
ringan. 
d. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-lain 
Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-
karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni 
telah diatur dalam Pasal 380 KUHP, yang menyatakan: 
“Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau 
denda paling banyak lima ribu rupiah: barang siapa menaruh nama 
atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah 
kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau 
tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa 
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karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh 
di atas atau di dalam karya tersebut. barang siapa dengan sengaja 
menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk 
dijual atau memasukkan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, 
seni atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya dibubuhi nama 
atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah 
dipalsu seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama 
atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. Jika karya tersebut 
kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya itu disita 
untuk kepentingan Negara.” 
 
Tidak pidana yang diatur dalam pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP 
itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Unsur Subyektif: dengan maksud untuk menimbulkan kesan 
seolah-olah karya tersebut berasal dari orang, yang nama atau 
tandanya telah ia bubuhkan pada atau di dalam karya tersebut. 
2) Unsur Obyektif: (1) barang siapa (2) membubuhkan secara palsu 
suatu nama atau tanda (3) memalsukan nama yang sebenarnya 
atau tanda yang asli (4) pada suatu karya sastra, ilmiah, seni 
atau kerajianan. 
 
E. Teori-Teori Penyebab Kejahatan  
1. Teori-Teori Penyebab Kejahatan  Perspektif Biologis 
Teori Born Criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari 
ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini 
Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Ajaran 
inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa 
penjahat memiliki suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda 
dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili 
suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik 
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yang merefleksikan suatu bentuk dari awal dari evolusi. Dalam 
perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa 
manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Teori Lombroso 
tentang born criminal (lahir sebagai penjahat) mencakup kurang lebih 
sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan 
memiliki banyak kesamaan dengan sifat anak-anak, moral sense mereka 
berbeda, penuh cemburu, dendam, dan lain-lain.  
Disamping kategori born criminal, Lambroso menambahkan tiga 
kategori lainnya, yaitu insane criminal dan criminoloids. Insane criminal 
bukanlah penjahat dari sejak lahir tetpao mereka menjadi penjahat 
sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang 
mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan 
salah. Criminoloids mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk 
penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe 
lain. 25  
Auguste Komte (1798-1857), sosiologi Prancis, membawa 
pengaruh penting bagi tokoh-tokoh mazhab positif ( termasuk mazhab 
biologis ). Meskipun tokoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah 
Lembroso, namun sebenarnya ia dapat menelusuri hingga abad ke-16 
yaitu ketika Giambatista della Porta (1535-1615) menemukan 
physognomi, yaitu study tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya 
dengan tingkah laku manusia. Usaha porta ini dihidupkan kemabali oleh 
Johan Caspar laveter (1741-1801), tokoh dari Prenologi tersebut 
                                                          
25 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2015, Kriminologi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.39 
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menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari 
kecenderungan sosiologis yang akan mempegaruhi tingkah laku 
seseorang. Jadi, pada abad ke -19, ilmu pengetahuan physiognomi telah 
memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang 
sebab-sebab kejahatan. 
2. Perspektif Sosiologis  
Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal 
angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: strain, cultural deviance 
(penyimpangan budaya), dan sosial control (kontrol sosial). 
a. Teori Anomie  
Teori anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile 
Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. 
Kata ini berasal dari bahasa Yunani  “tanpa”, dan nomos: “hukum” atau 
“peraturan. Emile Durkheim, sosiolog perintis Prancis abad ke-
19 menggunakan kata ini dalam bukunya yang menuraikan sebab-sebab 
bunuh diri untuk menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam 
diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar 
atau nilai-nilai, dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang 
menyertainya. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat 
sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi 
ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi 
ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis 
yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 37 
Dalam pandangan Durkheim, agama-agama tradisional seringkali 
memberikan dasar bagi nilai-nilai bersama yang tidak dimiliki oleh individu 
yang mengalami anomie. Lebih jauh ia berpendapat bahwa pembagian 
kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak 
revolusi industry menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang 
egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas. Menurut Emile, teori 
Anomi terdiri dari tiga perspektif, yaitu: 
1. Manusia adalah mahluk social 
2. Keberadaan manusia sebagai mahluk social 
3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan 
keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat 
tersebut sebagai koloni.  
Robert King Merton juga mengadopsi gagasan tentang anomie 
dalam karyanya. Ia mendefinisikannya sebagai kesenjangan antara 
tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai 
tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie 
akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat 
tertentu, namn tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah 
karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan 
memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. 
Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau adaptasi 
bagi anggota masyarakat untuk mengatasi strain(mode of adoptation), 
yaitu :  
 38 
(1) Conformity, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan 
dan cara yang sudah ada di masyarakat diterima dan melalui 
sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.  
(2) Innovation, terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan 
illegatimate means atau sarana-sarana yang tidak sah jika 
mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana  
(3) yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.  c) 
Ritualism, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma yang 
mengatur instutionalized means, dan hidup dalam  
(4) batas-batas rutinitas hidup sehari-hari (pasrah).  d) Retreatism, 
mencerminkan mereka yang terlempar dari  
(5) kehidupan kemasyarakatan (mengucilkan diri).  e) Rebbelion, 
adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi juga 
berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada (demonstrasi).   
b. Teori Penyimpangan Budaya  
Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai 
yang khas pada lower class (kelas bawah). Tiga teori utama dari cultural 
deviance theories adalah sebagai berikut: 
1) Theory Sosial Disorganization 
Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang 
angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi 
nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang 
cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.  
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2) Theory Differential Association 
Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan 
sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti 
sosial, serta pola-pola tingkah laku .  
3) Theory Culture Conflict 
Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan 
belajar conduct norms (aturan-aturan yang mengatur tingklah 
laku) yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu 
kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan 
konvensional kelas menengah.  
c. Teori Kontrol Sosial 
Menurut teori ini penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan 
kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar 
pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada 
hukum. Oleh  karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang 
adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati 
hukum. 
3. Perspektif Lainnya 
a. Teori Labelling  
Fenomena penjulukan terhadap kelompok dalam masyarakat 
sudah lama menjadi fokus pengamatan Sosiologi. Kajian tentang 
penjulukan banyak dilakukan terhadap kelompok atau orang yang memiliki 
perilaku menyimpang ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat yang 
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telah memiliki standar norma atau aturan tertentu atau interaski antara 
kelompok/orang deviant dengan non deviant. 
Lahirnya Teori Penjulukan (Labelling Theory), diinspirasi oleh 
Perspektif Interaksionisme Simbolik dari Herbert Mead dan telah 
berkembang sedemikian rupa dengan riset-riset dan pengujiannya dalam 
berbagai bidang seperti kriminologi, kesehatan mental (pengidap 
schyzophrenia) dan kesehatan, serta pendidikan. Teori Penjulukan dari 
studi tentang deviant di akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960 yang 
merupakan penolakan terhadap Teori Konsensus atau Fungsionalisme 
Struktural. Awalnya, menurut Teori Struktural deviant atau penyimpangan 
dipahami sebagai perilaku yang ada yang merupakan karakter yang 
berlawanan dengan norma-norma sosial. Deviant adalah bentuk dari 
perilaku. Namun Labelling Theory menolak pendekatan itu, deviant hanya 
sekedar nama yang diberikan atau penandaan.  
Teori Penjulukan menekankan pada pentingnya melihat deviant 
dari sudut pandang individu yang devian. Seseorang yang dikatakan 
menyimpang dan ia mendapatkan perilaku devian tersebut, sedikit banyak 
akan mengalami stigma, dan jika itu dilakukan secara terus menerus 
dirinya akan menerima atau terbiasa dengan sebutan itu (nubuat yang 
dipenuhi sendiri). Menurut Howard Becker (1963), kelompok sosial 
menciptakan penyimpangan melalui pembuatan aturan dan menerapkan 
terhadap orang-orang yang melawan aturan untuk kemudian menjulukinya 
sebagai bagian dari outgrup mereka. 
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Teori penjulukan memiliki dua proposisi, pertama, perilaku 
menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi 
berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. 
Deviant atau penyimpangan tidak inheren dalam tindakan itu sendiri tetapi 
merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak, penyimpangan 
dikatakan ada dalam “mata yang melihat”. 
Proposisi kedua, penjulukan itu sendiri menghasilkan atau 
memperkuat penyimpangan. Respon orang-orang yang menyimpang 
terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunderyang mana 
mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri (self-image or self 
definition) sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan 
peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan outcome atau 
akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial. 
b. Teori Konflik  
Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. 
Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran 
dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa 
berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan 
penegakan hukum. Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada 
umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah dan 
bahwa intisari dari hukum meupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang 
disepakati tersebut. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak 
hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga 
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tentang siapa di masyarakat yang yang memiliki kekuasaan (power) untuk 
membuat dan menegakkan hukum.  
Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut:  
1. Teori asosiasi terkoodinir secara inperatif (keharusan).   Ralf 
Dahrendorf (1959) merumuskan kembali teori Maxis 
mengenai konflik kelas yang lebih pluralistik, dimana banyak 
kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh dan dominasi.  
2. Teori pluralistik model George Vold  George Vold 
mengemukakan bahwa “masyarakat itu terdiri dari berbagai 
macam kelompok kepentingan yang harus bersaing dan 
bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya yang 
esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih 
kuat, mampu membuat negara merumuskan undang- 
undang/hukum demi kepentingan mereka. 
3. Teori Austin Turk (kriminal terdiri dari kelompok-kelompok 
yang lebih kuat).  Turk adalah seorang tokoh penulis 
perspektif kriminologi konflik, mengetengahkan proposisi 
teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-kelompok 
yang lebih kuat” (more powerfull groups define criminal 
law).  Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan 
komitmen mereka, Masing-masing pihak yang berkonflik 
(bersengketa) berusaha meningkatkan pandangan-




F. Upaya Penanggulangan Kejahatan  
Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik 
kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-
usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari 
kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Upaya penanggulangan 
kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun 
masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah 
dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam 
mengatasi masalah kejahatan.  
Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 
dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal 
(bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan 
lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, 
pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan 
jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, 
penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya 
penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat 
pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-
faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau 
kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil 
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secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi 
kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil.  
Menurut A. S. Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari 
tiga bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan 
kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat 
dan Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada 
saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti 
dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak 
ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti 
Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre-
emtif faktor “niat” tidak terjadi 
2. Preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 
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penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 
dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan 
bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan 
oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. 
Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita,1983:79) menunjukkan 
beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu: 
a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-
tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi 
tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis . 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan 
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah 
tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata 
lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-
faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi 
dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha 
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yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti 
keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu 
daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti 
menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 
perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan 
kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban 
merupakan tanggung jawab bersama . 
3. Represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat. 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 
sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling 
sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, 
kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang 
merupakan suatu keseluruhan yang terangkai  dan berhubungan secara 
fungsional. 
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Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan 
metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih 
jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : 
a. Perlakuan ( treatment ) 
Dititikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam 
bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang 
ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul 
Syani (1987:139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan 
ringannya suatu perlakuan,yaitu perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-
sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada 
orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, 
suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha 
pencegahan. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak 
langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu 
hukum terhadap si pelaku kejahatan. 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini 
ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang 
diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan 
agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan 
dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.  
Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya 
pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak 
melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku 
kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, 
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baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan 
masyarakat dan pemerintah. 
 
b. Penghukuman (punishment) 
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk 
diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu 
beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan 
penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum 
pidana. 
Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, 
bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka 
dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar 
hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) 
dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. 
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo 
mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani yaitu, menyatakan 
bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak 
hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat 
oleh terpidana.  Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping 
narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, 
mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar 
kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat 
dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan 
masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang 
sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka 
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jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena 
kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana penipuan”. (Studi kasus di 
kota Makassar tahun 2014-2016). Maka penulis memilih penelitian di kota 
Makassar pada instansi Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini 
dilakukan dalam wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar dengan 
pertimbangan bahwa di dalam intitusi Polrestabes Kota Makassar terdapat 
kasus yang sesuai dengan judul yang diambil Penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu :  
1. Data Primer  
Data primer adalah suatu informasi yang diperoleh langsung di 
lokasi penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang 
berkompeten dalam hal ini Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan. 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya-karya ilmiah, literatur-
literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak dan yang 
berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan dari penelitian. 
 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada 
relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai 
berikut :  
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
a. Observasi  
Observasi yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di butuhkan baik 
data primer maupun sekunder.  
b. Wawancara  
Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden, dalam hal ini adal ah 
pejabat kepolisian Polrestabes Makassar Sulawesi selatan. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang 
berhubungan dengan yang diteliti, berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, 
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak 
yang berkaitan dengan penelitian.  
 
D. Metode Analisis Data  
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Data dari hasil penelitian penulis dianalisi dengan menggunakan 
teknik kualitatif yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta 
lain serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan 
informasi yang di peroleh dengan menggunakan pendekatan normative 
yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh 
dilapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan. 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penipuan yang terjadi di 
kota Makassar tahun 2014-2016. 
Dengan berkembangnya era globalisasi dimana teknologi itu 
semakin berkembang dan alat komunikasi seperti laptop, handphone 
bukan menjadi hal yang awam lagi bagi seluruh elemen masyarakat, 
disamping memiliki hal positif untuk menambah wawasan secara global 
namun alat telekomunikasi tersebut memiliki dampak negatif yaitu seperti 
berkembangnya modus-modus penipuan. Belakangan ini juga semakin 
marak penipuan menggunakan alat telekomunikasi digunakan untuk 
menipu orang lain yang belum tentu mereka kenal, yang tidak berdekatan 
di satu wilayah. Di Sulawesi Selatan ini khususnya di Kota Makassar bisa 
dibilang merupakan cukup besar dalam kejadian modus penipuan dengan 
menggunakan alat telekomunikasi di seluruh Indonesia.  
Penulis melakukan penelitian terhadap kejahatan penipuan yang 
dalam pelaksanaannya menggunakan alat telekomunikasi. Sebelum  
menjawab  rumusan  masalah  yang  diangkat oleh  penulis,  penulis  akan  
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memaparkan  dalam  bentuk  tabel  mengenai kejahatan penipuan yang 
terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yaitu 
mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Adapun data kejahatan 
penipuan yang  penulis  akan  tinjau  adalah data dari Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar. Data tersebut akan dipaparkan penulis di bawah 
ini: 
Tabel 4.1. Jumlah kejahatan Penipuan yang terjadi di Kota Makassar 
dari tahun 2014-2016. 
 
No Tahun Dilaporkan Diselesaikan 
1. 2014 332 224 
2. 2015 397 303 
3. 2016 453 348 
 Jumlah 1.182 875 
Sumber: Polrestabes Makassar, Tahun 2017 
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas, dapat dilihat 
bahwa jumlah kasus baik laporan atau yang terselesaikan terhadap tindak 
pidana  penipuan yang masuk di Polrestabes Makassar tiap tahun makin 
meningkat. Pada tahun 2014 terdapat 332 laporan mengenai  kasus 
penipuan kemudian   pada tahun  2015 meningkat menjadi 397 total 
laporan, dan pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan menjadi 253 
laporan yang masuk ke  Polrestabes  Makassar.  Untuk  keseluruhan  
kasus yang  terselesaikan  dalam  kurun  waktu  3  tahun  ini  terdapat  
total   875 kasus, sementara  yang tak dapat terselesaikan sebanyak 
1.182 kasus. Hal ini menandakan betapa kerja keras pun tak cukup  untuk  
menanggulangi permasalahan sosial  dalam  masyarakat  sehingga  
meningkatnya  tindak pidana di kota Makassar pun tak dapat terelakkan. 
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan di 
Kota Makassar 
Dalam wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polrestabes Kota 
Makassar (10 April 2017), menyatakan bahwa yang menjadi faktor 
dominan para pelaku dalam melakukan kejahatan penipuan di Kota 
Makassar di jaman modern seperti sekarang ini adalah faktor gaya hidup, 
kemudian diikuti dengan faktor ekonomi. Dalam wawancara penulis 
dengan para pelaku, sebagian besar dari para pelaku menjadikan alasan 
kemiskinan dan gaya hidup di jaman era globalisasi seperti sekarang 
sebagai faktor utama dalam melakukan kejahatan penipuan. Menurut 
salah seorang penyidik di Bareskrim Polrestabes Makassar dalam 
wawancara pada hari Senin, 10 April 2017 bahwa terdapat beberapa 
faktor yang menjadi penyebab seseorang  melakukan kejahatan penipuan 
di Kota Makassar antara lain:  
1. Faktor Gaya Hidup 
2. Faktor Ekonomi 
3. Faktor Lingkungan 
4. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. 
Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai keempat faktor 
diatas yang menurut Kepala Unit Polrestabes Kota Makassar merupakan 
faktor –faktor utama terjadinya kejahatan penipuan di Kota Makassar. 
1. Faktor Gaya Hidup 
Faktor yang paling utama dalam kejahatan penipuan saat ini di era 
globalisasi atau disebut juga jaman modern adalah faktor gaya 
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hidup,kenapa bisa dikatakan seperti itu, karena semakin banyak orang 
gengsi terhadap gaya hidupnya sendiri. Karena kejahatan penipuan ini 
kebanyakan dari kalangan mampu atau cukup walaupun ada juga dari 
kalangan rendah biarpun hanya sedikit. Orang yang suka hidup mewah-
mewahan pasti akan terus meningkat tingkat kebutuhan nya maka mereka 
akan melakukan apapun untuk mencukupi gaya hidupnya disinilah mereka 
melakukan kejahatan penipuan karena semakin mudah kejahatan 
penipuan saat ini. Contohnya adanya teknologi modern seperti alat 
telekomunikasi. Masalah pelaku kejahatan penipuan ini dari bermacam-
macam umur,ada misalnya kejadian di daerah Soppeng anak anak sma 
kelas 2 berarti dikatakan dibawah umur,mereka telah membobol atm. Tapi 
dalam kasus penipuan yang jenis-jenis hp/alat telekomunikasi dari umur 
25 tahun sampai 35 tahun dan ada juga anak anak muda beberapa.26 
2. Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor 
terjadinya kejahatan penipuan di kota Makassar. Kebutuhan hidup di 
daerah perkotaan khususnya kota Makassar sangatlah kompleks dan 
tidak semua masyarakat/individu  sanggup  untuk memenuhinya, maka 
untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan norma–norma masyarakat, yaitu 
dalam hal ini adalah melakukan kejahatan penipuan. Dalam wawancara 
Penulis dengan Kanit Polrestabes Kota Makassar, beliau mengatakan 
bahwa : 
                                                          
26 Kanit Reskrim Polrestabes Kota Makassar , 10 April 2017 
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 “Kejahatan penipuan di kota Makassar ini sebagian besar 
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau 
pengangguran, keadaan tersebut mendorong para pelaku untuk 
melakukan kejahatan tersebut”. 
 
Dapat disimpulkan, bahwa tidak dimilikinya sumber penghasilan 
oleh seseorang khususnya yang masih berusia muda dapat menjadi 
dorongan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma–norma yang 
berlaku, khususnya kejahatan penipuan, dimana para generasi muda 
yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah menjadi pelaku 
kriminal di usia muda. 
3. Faktor Lingkungan 
Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
penipuan di kota Makassar adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya 
kontrol dari  masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku 
seringkali bergaul  dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal 
khususnya kejahatan penipuan. Dalam wawancara penulis dengan salah 
seorang warga binaan Polrestabes Makassar yang bernama Rizal Hafid 
alias Ical pada hari senin 25 Maret 2014, penulis mendapati bahwa Ical 
mempelajari modus tersebut dari temannya yang bernama Rahmat, Ical 
mengenal Rahmat melalui jejaring social Facebook. Menurut Ical, Rahmat 
merupakan warga Depok, Rahmat telah melakukan kejahatan tersebut di 
beberapa daerah di jawa. Awalnya Ical hanya mengcopy file kupon undian 
tersebut dari pesan email yang dikirim oleh Rahmat. Setelah Ical 
mempelajari cara melakukan penipuan tersebut, Ical lalu melancarkan 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di makassar. 
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Adapun juga dalam wawancara penulis dengan Kepala Unit 
Reskrim Polrestabes Makassar tentang modus penipuan seperti jual beli 
online jadi kejadian seperti ini malah lebih canggih dan lebih rapi karena 
mereka rata-rata fake account seperti nomor rekening yang dia gunakan 
adalah ktp orang dia bayar dan dia membuat rekening menggunakan atas 
nama orang lain, pada saat polisi melakukan peneyelidikan beberapa 
kasus yang terjadi atas nama orang yang mempunyai ktp tersebut tidak 
mengetahui apa-apa, ternyata orang yang mempunyai ktp tersebut hanya 
diberi uang 50 ribu oleh si pelaku untuk di fotokopi dan dibuat rekening 
oleh si pelaku. Hal seperti ini makin kedepan akan sering terjadi. 
Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis menyimpulkan bahwa 
lingkungan dapat membawa pengaruh buruk bagi seseorang sekalipun 
orang tersebut semula tidak memiliki niat jahat sebelumnya.27 
4. Faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut 
Ada pula faktor lain yang menunjang terjadi kejahatan penipuan 
yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Contohnya 
dalam kejahatan penipuan dengan modus kupon undian hanya berbekal 
mesin cetak untuk mencetak kupon dan beberapa bungkus produk 
seperti: makanan, minuman, serta produk lain yang dapat dijadikan media 
penipuan dengan modus kupon undian,dengan kupon tersebut pelaku 
dapat melancarkan kejahatan penipuan. Dalam wawancara Penulis pada 
hari Senin 25 maret 2014 dengan pelaku yang juga melakukan kejahatan 
penipuan dengan modus kupon undian yang bernama Erwin, mengatakan 
                                                          
27 Kanit Reskrim Polrestabes Kota Makassar, 10 April 2017 
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Bahwa: “Saya membuat kupon dengan mengunakan mesin print biasa, 
dan kupon tersebut berisikan pengumuman tentang hadiah menarik untuk 
pemegang kupon tersebut, serta terdapat pula nomor handphone yang 
saya jadikan sebagai call center/costumer care. Biasanya setelah korban 
mendapat kupon tersebut, Korban lalu menelpon ke nomor yang telah 
tercantum. Dan saya pun meminta uang sebagai pajak hadiah undian 
tersebut. Setelah terjadi pengiriman via transfer rekening bank, saya lalu 
menonaktifkan nomor handphone dan rekening tersebut.” 
Adapun Wawancara Penulis dengan Bpk.Budiman Sukma yang 
merupakan warga Makassar juga salah satu korban penipuan dengan 
modus kupon undian berhadiah (11 April 2017): 
“Awalnya kupon tersebut saya dapatkan dari pembungkus biskuit 
Tanggo, dan karena tampilannya sangat meyakinkan maka serta 
merta sayapun meresponnya. Isi kupon tersebut menyatakan 
bahwa saya selaku penemu kupon tersebut, berhak atas 1 Unit 
Toyota Avanza. Kemudian sayapun menghubungi contact person 
yang tertera di kupon undian,yang mengaku bernama Bambang 
Irawan dan seorang yang mengaku bernama SYL Selanjutnya, 
saya pun sempat beberapa kali melakukan kontak (Telf/SMS), yang 
pada intinya meminta agar saya mengirimkan Uang Tunai Sejumlah 
Rp.10.000.000. Setelah melalui perbincangan yang sangat alot 
dengan penjelasan yang sangat baik, akhirnya saya merasa sangat 
yakin akan keabsahan undian tersebut. Dan akhirnya keputusan 
untuk mengirim uang saya lakukan. Melalui Bank BRI sayapun 
mentransfer uang sebanyak 2 kali (pengiriman pertama: 
Rp.6.300.000 dan Pengiriman kedua: Rp.3.700.000) ke rekening 
yang dia sebutkan. Tapi berselang sehari setelah pengiriman, tak 
ada jawaban dari dia bahwa akan segera mengirim hadiah undian 
tersebut sesuai yang tertera dikupon undian. kemudian saya baru 
sadar bahwa kejadian ini merupakan tindak penipuan setelah 
beberapa hari tak ada kabar berita.” 
 
Berdasarkan uraian pelaku dan salah satu korban penipuan, 
penulis menyimpulkan bahwa kejahatan penipuan dengan modus kupon 
undian tersebut sangat mudah dilakukan ini dikarenakan kupon tersebut 
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sangat mudah dibuat, hanya mengunakan mesin cetak pelaku sudah 
dapat melancarkan kejahatan tersebut. 
 
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kejahatan 
Penipuan 
Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan, maka 
dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan. Kepala Unit Reskrim 
Polrestabes Kota Makassar menyatakan bahwa ada dua bentuk 
penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan 
penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di kota Makassar yaitu 
upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Selanjutnya penulis 
akan mengurai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai 
berikut. 
1. Upaya Pre-emtif 
Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha 
yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan Penipuan. Guna 
meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan yang terjadi di kota 
Makassar. Tindakan yang dilakukan dapat berupa : 
a. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan 
Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat 
perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa (social hygiene), 
baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun 
kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan 
anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan. 
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Kanit Reskrim Polrestabes Kota Makassar juga menyatakan bahwa 
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan penipuan adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan 
secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini 
dihadirkan pemateri dari dinas kementerian sosial (kemensos) dan dari 
kepolisian. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana 
agar dapat terhindar dan tidak menjadi  salah satu korban kejahatan 
penipuan. 
b. Memberikan Himbauan 
Tidak cukup dengan hanya memberikan penyuluhan kepada 
masyarakat. Para pihak kepolisian juga perlu menyebarkan informasi 
berupa tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Membuat poster atau 
pamflet yang diedarkan atau dipasang diseluruh sudut khususnya di Kota 
Makassar dimana isinya mengenai kewaspadaan terhadap tindak 
kejahatan penipuan. Salah satu bentuk cara seperti ini cukup membantu 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu 
meningkatkan kewaspadaan. 
2. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah upaya lanjutan dari upaya Pre-emtif. Upaya 
preventif disini adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan penipuan. Hal ini bisa dilakukan oleh badan kepolisian dengan 
cara Pengadaan Kamera Pemantau, sangatlah sulit untuk mengawasi 
suatu tempat yang berpotensi untuk terjadinya kejahatan penipuan seperti 
pusat perbelanjaan atau mall, bank, dan stasiun atau terminal hanya 
dengan mengandalkan personil kepolisian yang bertugas di tempat 
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tersebut. Oleh karena itu menurut Kanit Reskrim Polrestabes Makassar, 
dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan penipuan, perlu bagi 
masyarakat yang bermukim di tempat yang terindikasi terjadinya 
kejahatan tersebut, pihak keamanan, dan kepolisian untuk berkoordinasi 
dan memanfaatkan teknologi kamera pemantau atau CCTV. Kamera 
pemantau atau CCTV sangat memudahkan dalam pengawasan kegiatan 
di berbagai pusat-pusat keramaian yang menjadi tempat-tempat yang 
berpotensi untuk terjadinya kejahatan penipuan. Dengan adanya kamera 
CCTV pihak keamanan dapat dengan mudah memantau melalui tampilan 
layar yang dihasilkan oleh kamera pemantau sesuai dengan dimana 
kamera tersebut ditempatkan. 
3. Upaya Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemmenet) dengan menjatuhkan hukuman. Pelaku tindak kejahatan 
penipuan yang terjadi dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman 
maksimal 4 tahun penjara pada pasal  378 untuk memberikan efek jera 
terhadap pelaku. Dengan adanya penegakan hukum, maka para pelaku 
tindak kejahatan akan merasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan 
tersebut. Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama 
dengan pihak aparatur pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil 
kepolisian di tiap-tiap daerah atau yang disebut dengan 
BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan 
Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan 
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Polisi untuk rnemberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian 
untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak kejahatan penipuan didaerah 
masing-masing. Selain upaya diatas perlu juga dilakukan penyebarluasan 
ajaran agama, moral dan perundang-undangan yang baik serta 
pentingnya penanaman moral sejak dini di sekolah-sekolah. Hal ini dapat 






Setelah penulis menguraikan tentang terjadinya kejahatan 
penipuan di kota Makassar dan membahas mengenai faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak terjadinya kejahatan penipuan di kota 
Makassar beserta upaya-upaya penanggulangannya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa terjadinya tindak 
terjadinya kejahatan penipuan di kota Makassar dipengaruhi 
berbagai faktor antara lain faktor gaya hidup, ekonomi, lingkungan, 
dan mudahnya melakukan kejahatan penipuan. Faktor gaya hidup 
yaitu ketika seseorang yang sering hidup bermewah-mewahan 
akan terus memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi maka mereka 
akan melakukan apapun untuk mencukupi gaya hidupnya dan 
salah satu cara untuk mencukupi kebutuhannya yaitu dengan 
melakukan kejahatan penipuan. Selain itu, adanya faktor ekonomi 
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dimana tidak dimilikinya sumber penghasilan oleh seseorang 
khususnya yang masih berusia muda dapat menjadi dorongan 
untuk melakukan pelanggaran terhadap norma–norma yang 
berlaku, khususnya kejahatan penipuan, dimana para generasi 
muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah 
menjadi pelaku kriminal di usia muda. Selain kedua faktor ini faktor 
Lingkungan dan makin mudahnya kejahatan penipuan di era 
Globalisasi ini juga dapat menjadi alasan atau faktor seseorang 
melakukan penipuan. 
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak 
terjadinya kejahatan penipuan terbagi atas tiga yaitu upaya pre-
emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emtif berupa 
melaksanakan kegiatan penyuluhan, memberikan himbauan. 
Upaya preventif yaitu berupa pengadaan kamera pemantau atau 
CCTV. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan 
hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga 
pemasyarakatan. Masalah pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang 
terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus diperhatikan pula, 
atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi 
kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan 
seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya 




1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya tindak 
terjadinya kejahatan penipuan di Kota Makassar, hendaknya 
pemerintah turut memfungsikan kementrian agama sebagaimana 
mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan 
keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki 
keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa tindakan kejahatan 
yang dilakukan selain melanggar hukum juga bertentangan dengan 
norma agama. 
2. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi seluruh 
warga masyarakat khususnya kota Makassar untuk selalu waspada 
akan adanya suatu tindak kejahatan penipuan. 
3. Penyuluhan dalam penggunaan teknologi kepada masyarakat luas 
agar menggunakan Teknologi sebagai sarana untuk belajar dan 
mengakses informasi bukan melakukan hal-hal yang menyimpang 
dan memanfaatkan Teknologi sebagai media untuk melakukan 
penipuan. 
4. Pihak kepolisian agar menegakkan hukum dan melakukan 
pengusutan terhadap oknum-oknum yang masih sering melakukan 
penipuan menggunakan alat telekomunikasi. 
5. Masyarakat pula harus mampu menganalisa apabila adanya berita 
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